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3. Politik hukum terkait pengaturan perimbangan kekuasaan presiden dan parlemen
sudah diatur dalam konstitusi RDTL. Pelaksanaan urusan pemerintahan Negara
antara Presiden dan anggota Pemerintah lainya dari unsur Parlemen Nasional tetap
tunduk pada konstitusi dengan mengedepankan prinsip checks and balances,
karena dalam sistem demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat
diperlukan, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau
pun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada
seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara
institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi,
bahkan bisa saling mengisi.

B. Saran

1 Penulis rekomendasikan kepada Presiden dengan Perlemen untuk tetap
mewujudkan hubungan pemerintahan harmonisasi dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang baik, antara lembaga negara, karena kedua lembaga negara
anatara Presiden dan Parlemen sama-sama sebagai pemegang kedaulatan Negara
yang memiliki peran penting dalam urusan pemerintahan negara. Diharapakan
kepada kedua lembaga negara tersebut tetap menjunjung tinggi persatuan Negara,
untuk pengatur jalannya institusi-institusi penyelenggara Negara yang demokratis
sesuai konstitusi Negara RDTL.

2. Dalam mewujudkan hubungan kekuasaan Presiden dangan anggota Pemerintah
lainya dari unsur anggota Parlemen Nasional yang berjalan lancar, maka penulis
rekomendasikan kepada Presiden untuk tetap mengangkat sembilan orang anggota

Pemerintah lainya yang diusulkan oleh Perdana Menteri, selama sembilan orang
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yang diusulakn oleh Perdana Menteri tersebut, telah memenuhi persyaratan yang
ditentukan sesuai ketentuan yang diatur dalam konstitusi RDTL, jika Presiden
tidak mengangkat sembilan orang anggota Pemerintah lainya yang diususlakn
oleh Perdana Mentri, maka Presiden harus menyatakan sikapnya secara jelas
terkait dengan alasan Presiden tidak mengangkat sembilan orang anggota
Pemerintah lainya dari unsur anggota Perlemen Nasional yang diusulkan tersebut.
. Penulis rekomendasikan kepada pihak pembentuk konstitusi RDTL, untuk tetap
merumuskan norma hukum yang sifatnya mengatur terkait status hukum bagi para
anggota Pemerintah lainya dari unsur anggota Parlemen yang diusulkan oleh
Perdana Mentri namun tidak diangkat oleh Presiden. Norma hukum yang
direkomendasikan oleh penulis sangat penting karena telah terjadi sebuah fakta
hukum bahwa Presiden tetap tidak mau untuk mengangkat sembilan orang
anggota Pemerintahan lainya dari unsur anggota Parlemen Nasional meskipun
sembilan orang anggota tersebut sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah

ditetapkan dan diusulkan oleh Perdana Menteri sesuai konstitusi RDTL.
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